SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam
Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum
Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Ponorogo;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pedoman Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5261);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016
tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah
Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal



Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan
Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non
Kas;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo
Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Ponorogo;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun
2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2012 Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun
2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

dan
BUPATI PONOROGO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
PONOROGO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun
2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2015 nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM ditetapkan sebesar Rp.40.815.
065.566,98 (empat puluh milyar delapan ratus lima belas juta enam
puluh lima ribu lima ratus enam puluh enam koma sembilan puluh
delapan rupiah).

(2) Penyertaan modal daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun Anggaran
2016 sebesar Rp. 31.637.480.489,98 (tiga puluh satu milyar enam ratus
tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus
delapan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah) dengan
rincian:



a. Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang telah disetor sebesar
Rp.7.822.414.923,00 (tujuh milyar delapan ratus dua pulu dua juta
empat ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah),
terdiri dari;

* Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun
Anggaran 2015 sebesar Rp.5.822.414.923,00 (lima milyar delapan
ratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu sembilan
ratus dua puluh tiga rupiah);

* Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada bulan Juni Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),

b. Penyertaan modal dari Pemerintah Pusat berupa penerimaan hibah
non kas dalam rangka penyelesaian piutang negara kepada PDAM
Kabupaten Ponorogo sebesar Rp.23.815.065.566,98 (dua puluh tiga
milyar delapan ratus lima belas juta enam puluh lima ribu lima ratus
enam puluh enam koma sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Sisa dari penyertaan modal daerah kepada PDAM sebesar
Rp. 9.177.585.077,00 (sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta
lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah) akan
dipenuhi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 07 Desember 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd
Dlundangkan di POIIOI'OgO H. IPONG MUCHLISSONI
pada tanggal 07-12-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
ttd

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 402-7/2016.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN M,

q "

[ =

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016




II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO

UMUM

Dalam rangka pelaksanaa otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian Kabupaten Ponorogo dan untuk
meningkatkan penyelenggaraan air minum kepada masyarakat
diperlukan Penambahan Modal melalui pernyataan modal Pemerintah
Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo.

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk
meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat dengan @ tetap
memperhatikan fungsi  pelayanan  sosial, pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan
daerah.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari
Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam
Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada
Pemerintah Pusat Secara Non Kas, maka ketentuan mengenai
penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Ponorogo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo,
perlu disesuaikan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas



a. Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang telah disetor sebesar
Rp.7.822.414.923,00 (tujuh milyar delapan ratus dua pulu dua juta
empat ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah),
terdiri dari;

» Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun
Anggaran 2015 sebesar Rp.5.822.414.923,00 (lima milyar delapan
ratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu sembilan
ratus dua puluh tiga rupiah);

= Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah pada bulan Juni Tahun
Anggaran 2016 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah),

b. Penyertaan modal dari Pemerintah Pusat berupa penerimaan hibah
non kas dalam rangka penyelesaian piutang negara kepada PDAM
Kabupaten Ponorogo sebesar Rp.23.815.065.566,98 (dua puluh tiga
milyar delapan ratus lima belas juta enam puluh lima ribu lima ratus
enam puluh enam koma sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Sisa dari penyertaan modal daerah kepada PDAM sebesar
Rp. 9.177.585.077,00 (sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta
lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah) akan
dipenuhi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 07 Desember 2016
BUPATI PONOROGO,
ttd

Diundangkan di POI’IOI'OgO H. IPONG MUCHLISSONI
pada tanggal 07-12-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd
AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 71

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 402-7/2016.

Salinan sesuai dengan ashnya

KEPALA BAGIANﬁ

HERRY SUTK SNO
NIP. 19660606 198603 1 016
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